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Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat sebagai 
tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian masyarakat. Sebagai 
tindak lanjut dari pengaturan mengenai tanah dan hak-hak atas suatu tanah 
dibentuklah Undang-undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan 
pelaksanaanya bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap 
hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu bentuk peralihan hak 
atas tanah adalah jual beli dengan lelang yang dilakukan di Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta. Kasus pelelangan tersebut telah terjadi sengketa antara pemenang 
lelang dan pemilik barang lelang sebelumnya. Dalam persidangan hakim 
memutuskan untuk mengabulkan semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya 
serta tergugat dinyatakan kalah dalam persidangan dan harus melaksanakan isi 
putusan tersebut.  




The land has a very important role for the community as a place where 
development and people's livelihood. As a follow up of arrangements regarding 
the land and the rights to a land formed the Basic Agrarian Law implementation 
with a set of rules aimed at ensuring legal certainty for the realization of the rights 
on land in all parts of Indonesia. One form of transfer of rights over land is selling 
at auction in the City Land Office Surakarta. One of the transitional forms of land 
rights is the sale by auction conducted at the Land Office of Surakarta City. The 
auction case has been disputed between the auction winner and the previous 
auction owner. In the hearing the judge decides to grant all claims of the Plaintiff 
to the whole as well as the defendant is declared defeated in the hearing and shall 
carry out the contents of the verdict. 
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1. PENDAHULUAN 
Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat 
sebagai tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian masyarakat. 
Tanah merupakan sarana yang penting dalam pembangunan, maka di dalam UUD 
1945 Pasal 33 ayat (3) telah ditentukan bahwa “bumi, air, ruang angkasa, dan 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan 
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dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut 
dari Pasal 33 ayat (3) tersebut pada tanggal 24 September 1960, diundangkan UU 
No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
1
 
Undang-undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan 
pelaksanaanya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-hak 
atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jika dihubungkan dengan usaha-usaha 
pemerintah dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah 
maka pendaftaran tanah sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum.
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Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah sebagai rangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur 
mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian untuk kepentingan rakyat dalam 
memberikan kepastian hukum.
3
 Kepastian hukum meliputi kepastian mengenai 
orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak yang disebut juga kepastian 
mengenai subyek hak dan kepastian mengenai letak, batas- batasnya serta luas 
bidang-bidang tanah yang disebut juga kepastian mengenai obyek hak.
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Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan 
nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang 
dengan nilai objektif. Lembaga lelang pasti selalu ada dalam sistem hukum untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan 
penjualan lelang, sebagaimana diatur dalam banyak peraturan perundang-
undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradilan atau 
lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka 
penegakan keadilan (law enforcement). Ketiga untuk memenuhi kebutuhan dunia 
                                                          
1
 Eko Supriyadi, Bambang, Hukum Agraria Kehutana, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013) 
Hal 7 
2
 Effendi, Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Banjarmasin:PT. Alumni Bandung, 1993) 
hal.5. 
3
 Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaanya,(Jakarta: Djambatan, 1999) hal 72 
4
 Muchtar, Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, (Jakarta : Republika, 
2008) hal. 29 
3 
 




Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: pertama, 
bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian penyelesaian 
sengketa peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang? kedua 
bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas penyelesaian 
sengketa sengketa peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang? 
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini pertama, untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian penyelesaian sengketa 
peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang, kedua untuk mengetahui 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas penyelesaian sengketa 
sengketa peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan lelang. 
 
2. METODE  
Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode 
Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian 
hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data 
sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. 
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian 
terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi 
surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah
6
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Penyelesaian 
Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli dengan Lelang  
Pertimbangan hakim untuk menentukan pembuktian dan menyelesaikan 
sengketa peralihan hak atas tanah pada kasus lelang di Pengadilan Negeri Boyolali 
didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, keterangan saksi-saksi yang 
diajukan di muka sidang, serta pembuktian-pembuktian berupa catatan-catatan 
atau bukti otentik lain seperti surat-surat perjanjian dan bukti lain yang diajukan 
baik penggugat maupun tergugat. Persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan 
dalam pasal 163 HIR/283 RBg. yang menyatakan bahwa “Barangsiapa 
menyatakan mempunyai suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk 
meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hal 
itu atau adanya perbuatan itu”. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri 
Boyolali didapatkan data bahwa sebagaimana asas pembuktian yang berlaku 
dalam hukum acara perdata, berlaku ketentuan yang menyatakan barang siapa 
yang menggugat dia yang punya berkewajiban membuktikan. Sehingga hakim 
mengabulkan atau atau tidaknya gugatan itu tergantung pembuktian dari 
penggugat melalui alat bukti surat maupun saksi.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah pertama majelis hakim 
untuk menyelesaikan pada perkara tersebut akan memeriksa, meneliti alat bukti 
surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat, 
bahwa penggugat harus dapat membuktikan pasal gugatannya mengenai sengketa 
tanah yang terjadi dengan membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek 
sengketa tersebut adalah milik penggugat. Sebagai bahan pertimbangan tergugat 
juga diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat 
jawaban atau bantahannya. Setelah pihak yang berperkara telah mengajukan 
bukti-buktinya kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara baru dapat untuk 
menarik suatu kesimpulan atas pembuktian tersebut. 
Dalam mendukung gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti 
surat yang dibubuhi materai cukup, antara lain: 1) Buku Tanah Hak Milik No. 
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1226 yang terletak di desa/kelurahan Andong, kecamatan Andong, kabupaten 
Boyolali, diberi tanda (P.1); 2) Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan 
tahun 2014, diberi tanda (P.2); 3) Surat dari PD. BPR BKK Boyolali Cabang 
Karanggede No. 900/BPR BKK.10/39/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, 
perihal Keterangan Roya, kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, 
Kabupaten Boyolali, diberi tanda  (P.3); 4)  Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
tahun 2014, diberi tanda (P.4); 5) Salinan/Grosse Risalah Lelang Nomor : 
1652/2013 tanggal 19 Desember 2013, Pejabat Lelang Arifah Nurul Fajarini, 
Penjual PD. BPR Bank Boyolali, diberi tanda (P.5); 6) Sertifikat Hak Tanggungan 
Nomor: 421/2012, diberi tanda (P.6); 7) Akta Pemberian Hak Tanggungan No: 
P.384/2011, diberi tanda (P.7); 8) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak 
Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Balqis Noor Khomisah, diberi tanda 
(P.8); 9) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 05 
Desember 2013, diberi tanda (P.9); 10) Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan pada surat kabar Radar Solo, diberi tanda (P.10). 
Tergugat yang bernama Ahyani atas gugatan penggugat tersebut, maka 
tergugat yang dikuasakan oleh kuasa hukumnya mengajukan 
jawaban/bantahannya dimana inti dari  jawaban gugatannya bahwa: pihak pemilik 
asal obyek sebidang tanah Pekarangan berikut segala sesuatu yang berdiri 
diatasnya dengan HM. 1226 dengan Luas + 475 M2 terletak di Dukuh 
Ngasemrejo RT.14 RW.06, Desa Andong, Kecamatan Andong, Kabupaten 
Boyolali. Pihak yang menyetujui obyek tanahnya tersebut untuk dijadikan agunan 
/ jaminan kredit di PD. BPR BKK Boyolali Cabang Karanggede, sesuai dengan 
Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor: 421/2012 tanggal 13-02-2012 
berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 18-11-2011 Nomor: 
405/2011 dibuat oleh NGATIPAH, SH. Selaku PPAT Boyolali untuk dan atas 
nama PD. BPR BKK Boyolali Cabang Karanggede berkedudukan di Kecamatan 
Karanggede, Kabupaten Boyolali. 
Pihak yang menyetujui dan mengetahui obyek tanah tersebut untuk 
dilakukan pelelangan oleh PD. BPR BKK Boyolali, dikarenakan kredit telah 
mengalami masalah atau wanprestasi sehingga tidak dapat memenuhi 
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kewajibannya. Pihak yang mengetahui Lelang yang telah dilaksanakan oleh PD. 
BPR BKK Boyolali dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
Surakarta, namun hingga ada Pemenang Lelang tidak mau meninggalkan / 
mengosongkan obyek tanah tersebut. 
Berdasarkan penjelasan para saksi di muka sidang, maka dapat 
disimpulkan bahwa penggugat dapat membuktikan baik secara tertulis maupun 
saksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan hak milik penggugat. 
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan atas Penyelesaian 
Sengketa Peralihan Hak atas Tanah karena Jual Beli dengan Lelang 
Pertimbangan hukum hakim yang menerima gugatan penggugat atas 
penyelesaian sengketa tanah yang telah terjadi peralihan hak atas dasar lelang 
dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Boyolali 13 /Pdt.G/2014/PN.Bi 
didasarkan pada pertimbangan dari pada gugatan yang diajukan oleh penggugat. 
Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan sebagai alasan untuk mengambil 
putusan juga melakukan upaya penemuan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk 
menetapkan peraturan hukum umum kepada peristiwa hukum konkrit suatu 
peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa 
konkrit (das sein). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka sebelum menjatuhkan 
putusan terhadap suatu perkara majelis hakim berkewajiban untuk merumuskan 
pertimbangan-pertimbangan hukumnya dimana nantinya pertimbangan hukum 
tersebut akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan 
putusan perkara tersebut. 
Pertimbangan hukum hakim adalah dasar hukum dari suatu putusan yang 
akan dijatuhkan/diputuskan oleh hakim. Pertimbangan dari putusan sampai 
mengambil putusan demikian, alasan dan dasar dari putusannya harus dimuat 
dalam suatu putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg dan pasal 24 UU No. 48 Tahun 
2009). Berdasarkan pasal tersebut, putusan membuat ringkasan yang jelas dari 
tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari putusan pasal-pasal serta hukum tidak 
tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu 
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putusan diucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan gugatan dan jawaban menurut 
Pasal 184 HIR, 195 RBg cukup dimuat dalam putusan.
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Sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali 13 
/Pdt.G/2014/PN.Bi bahwa hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan 
hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai 
sengketa tanah yang telah terjadi peralihan hak atas dasar lelang sebagai berikut: 
Pertama, dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat; kedua, dalam 
pokok Perkara: Pertama mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
kedua, menyatakan sah dan berharga atas lelang tanah pekarangan beserta segala 
sesuatu yang berdiri diatasnya SHM No.1226 yang terletak di Dk. Ngasemrejo 
RT.14 RW.06 desa Andong kecamatan Andong Kabupaten Boyolali, luas 475 M2 
dengan batas-batas : 
Sebelah Utara : Bpk. Salamun ; 
Sebelah Barat : Bpk. Muslih ; 
Sebelah Timur : Bpk. Mursidi ; 
Sebelah Selatan : jalan desa ; 
Ketiga, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum 
dengan menempati tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya 
SHM No.1226 yang terletak di Dk. Ngasemrejo RT.14 RW.06 desa Andong 
kecamatan Andong kabupaten Boyolali; keempat, memerintahkan Tergugat untuk 
mengosongkan tanah pekarangan beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya 
SHM No.1226 yang terletak di Dk. Ngasemrejo RT.14 RW.06 desa Andong 
kecamatan Andong kabupaten Boyolali, luas 475 M2 dengan batas-batas : 
Sebelah Utara : Bpk. Salamun ; 
Sebelah Barat : Bpk. Muslih ; 
Sebelah Timur : Bpk. Mursidi ; 
Sebelah Selatan : jalan desa ; 
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Ketiga, Dalam konpensi dan Rekonpensi : Menghukum Tergugat untuk 
membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 
1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah). 
Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pada putusan 
Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Bi pada pokoknya penggugat dapat membuktikan atas 
dalil-dalil gugatan yang diajukan, yaitu bahwa benar tanah yang menjadi sengketa 
dengan tergugat adalah milik penggugat karena memenangkan lelang yang 
diselenggarakan oleh negara. Selain itu bahwa penempatan tergugat di atas tanah 
obyek sengketa adalah tidak sah dan melawan hukum dimana Penggugat telah 
memiliki tanah obyek sengketa dengan adanya alas hak/dasar kepemilikan yang 
sah karena telah memenangkan lelang dan telah memenugi segala sesuatu 
persyaratan untuk memiliki tanah tersebut. 
Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat patut untuk 
dikabulkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Gunawam Prints yang menyatakan 
bahwa gugatan atau permohonan yang terbukti kebenarannya dimuka persidangan 
akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan/permohonan terbukti 
seluruhnya, maka gugatan/permohonannya dikabulkan seluruhnya, akan tetapi 




Dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, 
maka tanah obyek sengketa SHM No.1226 yang terletak di Dk. Ngasemrejo 
RT.14 RW.06 desa Andong kecamatan Andong kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 
yang dikuasai dan ditempati oleh tergugat, maka menjadi hak Pengugat untuk 
menempatinya dan sesuai dengan keputusan hakim, tergugat harus segera 
mengosongka objek tanah sengketa yang selama ini ditempatinya. 
Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, hakim menerima gugatan 
penggugat menurut peneliti sudah tepat sebab hakim dalam menentukan 
menyelesaikan suatu sengketa sudah memperhatikan alat-alat bukti yang ada 
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dalam suatu sengketa untuk menyakinkan keyakinannya sudah murni dan kuat 






Hakim dalam perkara sengketa seperti yang telah disebutkan di atas juga 
tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam 
mengakhiri sengketa perkaranya.Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama 
yang dipentingkan adalah fakta serta peristiwanya bukan dalam aspek 
hukumnya.Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan 
adalah peristiwanya.Kewenangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum 
dalam memberi pertimbangan hukum dalam putusannya, dengan sangat jelas 
diatur dalam pasal 189 RGB (reglement bewesken) menentukan: 
Pada waktu mengadakan permusyawaratan hakim karena jabatannya harus 
mencukupkan dasar-dasar hukum yang oleh pihak-pihak dan diajukan, Ia wajib 
mengadili tiap-tiap bagian tuntutan, Ia dilarang memberikan keputusan tentang 
hal-hal yang tidak ada dituntut atau mengabulkan lebih banyak dari apa yang 
dituntut. 
Ketentuan yang mengharuskan adanya pertimbangan pengadilan 
ditentukan dalam pasal 195 RBG ayat (1), 184 HIR yang menyatakan: Keputusan 
hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta 
jawabanya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan dan akhirnya putusan 
pengadilan negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para 
pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan. 
Menurut Subekti pembuktian suatu putusan hakim didasarkan pada 
pertimbangan hukum yang diambil dengan menyimpulkan dalil-dalil yang 
menjadi dasar gugatan yang diakui atau tidak disangkal baru kemudian disusul 




Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan kesimpulan bahwa 
hakim dalam memutuskan perkara mengenai proses penyelesaian peralihan hak 
atas tanah karena jual beli dengan lelang didasarkan pada putusan Pengadilan 
Negeri Boyolali dengan perkara Nomor 13 /Pdt.G/2014/PN.Bi. sudah 
mempertimbangkan dalil-dalil gugatan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan 
di persidangan serta alat bukti yang diajukan. Objek gugatan tanah yang diklaim 
milik tergugat, ternyata secara sah telah berpindah kepemilikannya kepada 
penggugat dengan memenagkannya lelang yang diikuti oleh Penggugat dan sah 
menurut hukum serta satu-satunya pemilik tanah yang mempunyai kekuatan 
hukum. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut cukup jelas dan 
dapat diterima. 
Akibat hukum yang timbul setelah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali 
dengan perkara Nomor 13 /Pdt.G/2014/PN.Bi dibacakan, maka putusan tersebut 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai akibat terhadap para pihak 
yang bersengketa. Pihak yang kalah harus menerima dan melaksanakan isi 
putusan dengan sukarela. Dalam persidangan tersebut majelis hakim memutuskan 
bahwa tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga apabila tergugat tidak puas 
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dapat melakukan upaya hukum 
seperti Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali. 
Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak yang berperkara adalah 
pelaksanaan putusan. Apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, 
maka seluruh pihak baik penggugat maupun tergugat wajib melaksanakan putusan 
tersebut. Apabila masing-masing pihak baik tergugat maupun penggugat tidak 
melaksanakan putusan tersebut, maka pihak yang menang dapat meminta kepada 
Pengadilan Negeri Boyolali untuk melaksanakan putusan secara paksa (eksekusi). 
Berdasarkan isi putusan yang tersebut di atas, maka tergugat dinyatakan 
kalah dalam persidangan dan harus melaksanakan isi putusan tersebut, yaitu objek 
sengketa berupa tanah SHM No.1226 yang terletak di Dk. Ngasemrejo RT.14 
RW.06 desa Andong kecamatan Andong kabupaten Boyolali merupakan milik sah 





Pertama, hasil pembuktian tersebut majelis hakim telah memperoleh 
fakta-fakta hukum dan menyimpulkan bahwa terbukti Penggugat dapat 
membuktikan baik secara tertulis maupun saksi yang menyatakan bahwa tanah 
tersebut merupakan hak milik Penggugat, sehingga hakim menyatakan bahwa 
perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 
Kedua, berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim akan 
memberikan keputusannya sebagai berikut: a. Mengabulkan gugatan Penggugat 
untuk seluruhnya; b. Menyatakan sah dan berharga atas lelang tanah pekarangan 
beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya SHM No.1226 yang terletak di Dk. 





Pertama, untuk Penggugat dalam mengajukan gugatan atas pengosongan 
tanah yang merasa menjadi hak miliknya harus didasarkan pada bukti-bukti yang 
sah dan dapat dipertanggungjawabkan.  
Kedua, mengingat tetap beresikonya penguasaan tanah karena lelang, 
maka agar tidak terjadi lelang, maka debitur yang melakukan peminjaman di bank 
seharusnya menyelesaikan pinjamannya agar tidak terjadi persoalan di kemudian 
hari. 
Ketiga, kepemilikan atas status tanah sangat diperlukan bagi siapa saja 
untuk menghindari persoalan sengketa tanah di kemudian hari. Apabila tanah 
yang dijadikan sebagai agunan di bank, dan dalam perjalanannya debitur tidak 
mampu melunasi hutangnya, maka resiko yang timbul atas persoalan tersebut 
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